
JUMLAH

1 2.388.366.025.000,00

1 . 1 369.369.271.000,00

1 . 1 . 1 133.211.748.000,00

1 . 1 . 2 15.329.346.000,00

1 . 1 . 3 14.950.961.000,00

1 . 1 . 4 205.877.216.000,00

1 . 2 1.495.998.683.000,00

1 . 2 . 1 41.057.303.000,00

1 . 2 . 2 1.064.047.626.000,00

1 . 2 . 3 390.893.754.000,00

1 . 3 522.998.071.000,00

1 . 3 . 1 73.137.370.000,00

1 . 3 . 3 127.322.554.000,00

1 . 3 . 4 322.538.147.000,00

2 2.466.443.423.000,00

2 . 1 1.413.749.279.000,00

2 . 1 . 1 941.764.067.000,00

2 . 1 . 4 82.947.711.000,00

2 . 1 . 5 15.397.262.000,00

2 . 1 . 6 14.854.110.000,00

2 . 1 . 7 356.786.129.000,00

2 . 1 . 8 2.000.000.000,00

2 . 2 1.052.694.144.000,00

2 . 2 . 1 60.404.755.000,00

2 . 2 . 2 488.214.607.000,00

2 . 2 . 3 504.074.782.000,00

(78.077.398.000,00)        

3

3 . 1 92.261.114.000,00

3 . 1 . 1 90.000.000.000,00

3 . 1 . 5 2.261.114.000,00

3 . 2 14.183.716.000,00

3 . 2 . 2 14.183.716.000,00

78.077.398.000,00

0,00

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

 ( PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 55 TAHUN 2019 TANGGAL 26 NOVEMBER 2019 )

NOMOR URAIAN

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH


